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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Keterangan ahli dalam pembuktian suatu tindak pidana dapat menguatkan

keyakinan hakim untuk menentukan kebenaran, keterangan yang diberikan

ahli menjadi suatu pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dan

membuat jelas atau terang suatu perkara. Akan tetapi hakim tidak terikat

pada keterangan ahli dalam membuat putusan karena keterangan ahli

memiliki kekuatan pembuktian bebas.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak

pidana mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan hakim secara

yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa,

keterangan saksi, barang bukti, peraturan yang dilanggar dan

pertimbangan hakim non yuridis yaitu terkait dengan kehidupan dari

terdakwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

1. Kepada dokter dalam menjalankan praktik kedokteran haruslah

memperhatikan ketentuan yang mengatur terkait praktik kedokteran

sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Praktik

Kedokteran untuk menghindari terjadinya suatu malpraktik.

2. Kepada Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan

dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dan

didukung oleh keyakinan hakim, sehingga menimbulkan rasa keadilan

bagi semua pihak yang berperkara.
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